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Tata Ruang Laut
Mendesak Dibuat

Keberpihakan Pemerintah Masih Minim

JAKARTA, KOMPAS — Dibukanya investasi
pemanfaatan laut wajib didahului tata ruang laut
agar tidak terjadi tumpang tindih kepentingan dan
merugikan rakyat. Indonesia belum punya aturan
tata ruang laut nasional, sementara perda rencana
zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil minim.

Berdasarkan data Kementeri-
an  Kelautan dan Perikanan
(KKP), hingga saat ini baru 4
provinsi dan 12 kabupaten/kota
yang memiliki zonasi tata ruang
laut dari total 34 provinsi dan 319
kabupaten/kota pesisir. Empat
provinsi itu adalah Jawa Barat,
Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan
Jawa Timur.

Dekan Fakultas Ekologi Ma-
nusia Institut Pertanian Bogor
Arif Satria, di Jakarta, Kamis
(2/10), mengemukakan, tindak
lanjut yang mendesak setelah di-
sahkannya UU Kelautan adalah
penyusunan tata ruang laut.

Laut Indonesia meliputi laut
teritorial dari garis pantai hingga
12 mil (22,22 kilometer), Zona
Ekonomi  Eksklusif Indonesia
12-200 mil (22,22 km-3704 km),
hingga laut lepas (di atas 3704
km). Selain itu, landas kontinen
sepanjang 22,22 km-648,2 km.

Arif  menambahkan, tak
mungkin pemerintah baru mam-
pu mewujudkan gagasan tol laut
dan poros maritim jika tidak ada
kejelasan tata ruang laut yang
mencakup zonasi ruang peman-
faatan laut.

Tata ruang laut diperlukan,
antara lain, untuk menyinergikan

pembangunan dan pemanfaatan
laut, penentuan pusat pertum-
buhan ekonomi, riset, konservasi,
serta konektivitas.

"Kewajiban pemerintah pusat
untuk segera menyusun tata ru-
ang laut nasional serta pemda
untuk menyusun tata ruang laut
pesisir dan pulau-pulau kecil,”
kata Arif.

Untuk mempercepat penyu-
sunan tata ruang laut dan dasar
laut diperlukan peta rinci potensi
sumber daya agar aktivitas eko-
nomi dan investasi bisa terak-
selerasi. Keterlibatan pemda un-
tuk mempercepat perda rencana
zonasi perairan pesisir dan pu-
lau-pulau kecil dapat didorong
dengan pengendalian instrumen
fiskal berupa insentif dan dis-
insentif dana alokasi daerah.

Beberapa kendala

Direktur Tata Ruang Laut, Pe-
sisir, dan Pulau-pulau  Kecil
KKP Subandono Diposaptono
mengungkapkan, beberapa ken-
dala penyusunan perda zonasi
wilayah pesisir dan pulau-pulau
kecil antara lain lemahnya basis
data dan informasi, keterbatasan
sumber daya manusia dan tenaga
ahli, serta kurangnya pemaham-

an eksekutif dan legislatif terkait
fungsi tata ruang laut.

"Perencanaan wilayah masih
berorientasi ke darat dan belum
berpihak ke laut,” katanya.

Sebelumnya, pemerintah mu-
lai membuka investasi sektor ke-
lautan hingga ke laut lepas pasca
pengesahan UU Kelautan pada
29 September 2014. Investasi
vang ditawarkan mencakup wi-
sata bahari, energi dan sumber
daya mineral, minyak dan gas,
perkapalan, perikanan dan far-
masi, jasa maritim, serta tele-
komunikasi.

Sejauh ini, Indonesia telah
mengeluarkan skema perizinan
di perairan kurang dari 22,22 km
vang diatur dalam UU No 1/2014
tentang Pengelolaan Wilayah Pe-
sisir dan Pulau-pulau Kecil.

Menurut Direktur Jenderal
Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pu-
lau Kecil KKP Sudirman Saad,
aturan tata ruang laut nasional
ditargetkan tuntas dalam kurun
waktu enam bulan sejak UU Ke-
lautan disahkan. Adapun perda
rencana zonasi wilayah pesisir
dan pulau-pulau kecil memerlu-
kan kesadaran pemda. Berkem-
bangnya industri kelautan diha-
rapkan mempercepat penyusun-
an perda tersebut.

Direktur Jenderal Pengolahan
dan Pemasaran Hasil Perikanan
KKP Saut Hutagalung menge-
mukakan, tulang pt 1g in-
vestasi adalah ketersediaan in-
frastruktur dan logistik. Kerap
terjadi, investasi perikanan sulit
bertumbuh karena minimnya lis-
trik. (LKT)

Dibukanya investasi pemanfaatan laut wajib didahului tata ruang laut agar tidak terjadi
tumpang tindih kepentingan dan merugikan rakyat. Indonesia belum punya aturan tata
ruang laut nasional, sementara perda rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau
kecil minim
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LEMBAGA Ketahanan Nasional (Lemhan-
nas) menilai rencana pemerintahan
Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla
untuk menjadikan Indonesia sebagai
poros maritim dunia harus disiapkan
sematang mungkin karena rencana
itu membutuhkan kekuatan dukungan
logistik nasional.

“Logistik nasional perlu mendapat
perhatian jika ingin mengembangkan
poros maritim,” kata Gubernur Lemhan-
nas Budi Susilo Soepandji di sela semi-
nar Lemhannas bertema Peningkatan
kualitas demokrasi guna pembangunan
kompetitif perekonomian, di Jakarta,
kemarin,

Budi menerangkan, logistik nasional
itu terdiri dari tiga hal besar, yakni dis-
tribusi, penyimpanan, dan transportasi.
Apalagi, kajian Lemhannas menyebut-
kan penguatan logistik nasional di wi-
layah maritim sangat strategis untuk
menjaga ketahanan pangan nasional.

“Karena 70% wilayah Indonesia ada-
lah lautan,” kata Budi.

Ia menyebutkan kajian Lemhannas
terkait dengan logistik nasional itu
nantinya akan diberikan ke pemerintah
sebagai alternatif kebijakan.

“Kami akan segera menyerahkannya
ke presiden,” tambahnya.

Apakah kajian kebijakan itu akan
diberikan ke presiden lama atau pre
siden terpilih Jokowi, itu wewenang
Sekretariat Negara. “Kalaupun disam-
paikan ke Presiden Susilo Bambang Yu-
dhoyono, nanti pasti akan disampaikan
ke presiden baru,” jelasnya.

Budi menambahkan keberhasilan
Indonesia sebagai poros maritim dunia
akan ditentukan oleh kebijakan yang
kuat, baik jangka pendek, menengah,
maupun jangka panjang.

“Perlu kajian terhadap investasi yang
melibatkan ekonomi kerakyatan dalam
meningkatkan kekuatan poros maritim,
termasuk penguatan kelembagaan dan
industri strategis,” ujarnya.

Sebelumnya, dalam diskusi yang dige-
lar Nasional Demokrat, presiden terpilih
Jokowi mengatakan pembangunan sek-
tor maritim akan menjadi fokus perha-
tian pemerintahannya dalam lima tahun
mendatang. Hal itu penting disebabkan
kekayaan maritim belum dikelola seca-
ra baik.

“Pemerintah harus hadir dalam ber-
bagai kebijakan terkait isu-isu kelaut-
an. Sekitar 70% wilayah Indonesia
merupakan laut, tapi faktanya hanya
berkontribusi PDB 2,5%. Inilah yang
menjadi pekerjaan kita di masa depan.
Pekerjaan kita bersama,” kata Jokowi
dalam diskusi bertajuk Roadmap Indo-
nesia sebagai Poros Maritim Dunia,
akhir pekan lalu. (*/Ant/P-1)

Lembaga Ketahanan Nasional menilai rencana pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kalla
untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia harus disiapkan sematang
mungkin karena rencana itu membutuhkan kekuatan dukungan logistik nasional
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